Menimbang : a.

Mengingat

SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 89
Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Majene Tahun
Anggaran 2021;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau stabilitas Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Prundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesianNonor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5637);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);

Peraturan Kemenentrian Keuangan Nomor
78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene
Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majene
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Standar Harga Satuan, adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun
biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan
sebagai biaya masukan.

. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan

pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu

tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan.

. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang

merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang

merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan
yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu

keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya
komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

(2)

(3)

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 berfungsi sebagai
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Majene untuk menyusun biaya komponen masukan
kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
berbasis kinerja Tahun Anggaran 2022.

Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Satuan Harga
Tahun Anggaran 2022 dapat berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi; atau

b. estimasi.

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(4) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(5) Standar harga satuan yang belum tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada harga yang berlaku
umum atau harga pasar.

Pasal 3

Ketentuan penggunaan Standar Satuan Harga yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan
Bupati Majene.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI MAJENE,
CAP/TTD

H.LUKMAN
Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,
CAP/TTD
SUYUTI MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007



